
BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTCN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 28 TAHU+{ 2017

TENTANG

PENJABAR.AN PERUtsAHAN ANGGARAN PE}'IDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YEWC MAHA ESA

Menimbang

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka melaksanaan ketentuan Pasal 7
peraturan Daerah Kabrlpaten Tabalong Nomor 11 Tahun
2AL7 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeratr Tahun Anggaraq 2017, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabarfln Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7;

1. Undang-Undang Nomor I Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daera[r Tingkat II Tanah Laut, DaeraJe

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 27561;

2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a28[l;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
perbendahafa.all Negara {Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2O1O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelqlaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4
Nomor 66, Tambaihan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa00);

5. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan PembangUnan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
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6. Undang-Undang Noneor 33 Tahun 2AA4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Femeriniahan Daerah {i,embaran i{egara Reputllik
Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 126, Tarrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

7. Undang-und"ang Nornor 28 Tahun 2oo9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 20o9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AV tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun
2OO0 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Negara Indonesia Noraror aOZBl;

10" Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2AL2 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pe nerintah Nomor 23 Tahun 2OOs

tentang Fengeiolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2al2 Nomor
l7l, Tambahan Lelnbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53a0);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan {n embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

neputrtit* Indonesia Tahun 2005 l*iomor i40, Tam'uahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan
Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor L65, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2oa7 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Lapora"ft Keterangan Pertanggungjav,'aban
Kepala Daerah KepaCla Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2aa7 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor a693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1.23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2Ol1 tentang
pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor Sg,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia l{omor 521.91;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2AL2 tentang
Hibah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A1,2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52721;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201,7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarail
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Indonesia Nomor 6Oa1);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor i3 Tahun 20A6 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 I'[omor 310i;
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2a.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuzur sosial
Yang Bersurrrber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeiah (Berita Negana Republik Indonesia Tahun 2OLL

Nomor 45O) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menieri Dalam Negeri Ncmor 32 Tahun zAlL tentaag
pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Yang
Bersumber Dari Aaggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2416
Nom+r 5a1);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana
telah dirubah beberapa kaii terai<hir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2416 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2015 tentang Fedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 20't6 (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun
2Arc Nomor 768;

24. Peraturan Daerah Kahupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010
Nomor 02, 'Iamhahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong 01);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan {Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2013 Nomor O2 Tarcbahan l,embaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 01);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabaleing Nomor 07 Tahun
2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2A1,7 {i,ernbaran Daerah tsabupaien Tabatrong
Tahun 2016 Nomor 07);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
Z}rc tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02);

28. Peraturan Daerah Ka.bupaten Tabalong Nomor ... Tahun
2Afi tentang Penlbahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran
2Ol7 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2A1,7 Nomor 00);



Menetapkan

-5-

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN EUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2Oi7

Pasal 1

Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7,tetditi
atas:

1. Pendapatan:
a. Pendapatan Astri

Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan

yang sah
Jumlah Pendapatan Rp. 1 .383 .7 27 .935. 000,00

2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai

2J Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah

5) Belanja Bantuan
S.neial

6) Belanja Bagi Hasil
7l Belanja Bantuan

Keuangan
8) Belanja Tidak

Terduga
Jumlah Belanja
Tidak l,angsung

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai

2l Belanja Barang dan
Jasa

3) Betranja Mcdatr

Jumlah Belanja
Langsung

-Trrmlah Ralaniav +itat{.ila lJvrur-J14

Rp. 169.961.799.000,00

Rp. 1.O03.26 1 .389.000,00
Rp. 210.504.747.OOO,OO

Rp. 5 19.553.964.850,00
Rp. -
Rp. 4.663.707.000,00
Rp. 48.t96.267.950,00

Rp. 9.086.700.000,OO

Rp. 6.A92.478i.000,00
Rp. 178.221.468.160,00

Rp. 3.106.390.649,00

Rp. 61.356.894.355,00
Rp.365.87 3.486.1 83,07

P-p.438. 587. 1 38.8 29,t5

Rp. 768.920.97 6.609,00

RP. 865.8 17.5t9.367 ,22

Rp. 1 .634.738.495 .97 6,22
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Surplus/{Defisitl
3. Pembiayaan Daerah :

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 SePtembet 2A17

Diundangkan di Tanjung

IS DAERAH
TABALONG,

THALIB SANGADJI

( Rp. 25 1.O1O. 56A.976,22)

a. Penerimaan Ptp. 274 '646'819'980,22
b. Pengeluaran Rp' 23'636'259'004,00

Jurnlah Pembiayaan Netto Rp. 251.010.560,976,22

si.sa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berl<enaan Rp. o

(srLPAi

Pasal2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampirari I dan rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan BuPati ini'

Pasal 3
perubahan penjabaran APBD sgfoegaimana dirnaksud dalam Pasal L dirinci lebih

lanjut dalam lla.mpiran II dan mErupakan bagran yang tidak terpisahkan dari

Peraturan BuPati ini.
Pasai 4

pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran F'endapatan dan Belanja Daerah yang

ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituar:.gkan lebih lanjut dalam dokumen

pelaksanaan Perubatran Anggaran satuan Keqia Perangkat Daerah sesuai dengan

ketentuan Perundang-undangan'

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkaa'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahl<an pengundangan Peraturan Bupati

itii dengan pen**patarnya dalam Berita Daerah Kabupaten ?aba1ong.

ALONG,

TiYAKHFIANI

AERAH KABUPATEN TABALONG TAHL'N 20L7 NOMOR 28


